PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 015 IAIJAI 03/2009

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGAWASAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama
peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesia\isasi bidang
Pengawasan, maka dipandang periu menye\enggarakan Pendidikan dan
Pelatinan Pengawasan Tahun 2009;

b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan,
khususnya program pPendidikan dan Pelatihan Pengawasan peserta

kerangka Mata Pelajarannya (kuriku\um)',

c. bahwa untuk perwujudannya dipandangd perlu diterbitkan Peraturan
Jaksa Agungd Republik Indonesia.

Menimbangd

L

Mengingat &% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);

2. Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Susunan Organ'\sasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP*
115/AIJ.A/ 10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung
Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;

4  Peraturan Jaksa Agungd Republik Indonesia Nomor ‘PER-
068/AIJAI7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penye\enggaraan
pendidikan dan Pelatihan Pegawali Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.0’\.0/—/2009,
tanggal 31 Desember 2008.

MEN\UTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN TAHUN 2009.

PERTAMA . Tempat dan penyelenggaraan Diklat
1. Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
Z. Penyelenggara Diklat adalah pusat Diklat Kejaksaan Republik {ndonesia.




KESEMBILAN

Penutup

41 Hal-hal yang pelum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih

Janjut oleh Kepala pusat Diklat Kejaksaan RI.

2. Peraturan ini mulai perlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
Ao oAl Menteri Negara pPendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
i Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4  Yth. Kepala pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
51U Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
8 Yt Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
g Arsip.

Ditetapkan di . Jakarta
Pada tanggal - 30 Maret 2009
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WlDYAlSWARAI
PENGAJAR

u NAMA PELAJARAN

Properti/ Renstra Kejaksaan Biro Perencanaan
RI/ LAKIP
Penerimaan Negara Bukan | BPKP
Pajak (PNBP)
a. Studi Kasus pPengawasan Inspektur PEGASUM
Bidang PEGASUM
p. Studi Kasus pPengawasan Inspektur PIDSUS
Bidang PIDSUS
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